
PIMPINAN DEWAN PE只WAKILAN RAKYAT DAERAH
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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/12 TAHUN 2021

TENTAN G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN

HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

Menimbang　‥　a. bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan

Daerah Kota Semarang tentang Periindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota

Semarangタmaka dipandang perlu membentuk Panitia

Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

S emarang ;

b. bahwa berdasarkan per缶mbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a pe血u diterbitkan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas di Kota Semarang;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor 16　Tahun 195O tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Hngkun鋳m Propinsi Djawa Thnur, I*awa Tengah,

Pjawa Barat Dan Daerah Is也mewa Pjo由akarta;

2. Undang-Undang Nomor 39　Tahun 1999　tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886) ;
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3. Undang-Undang No皿or 12　Tahun　2011 tentang

Pembentukan Peraturan PeI.undang- u ndangan

(Lembaran Negara Repu胱k Indonesia Tahun　2011

Nomor　82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor　5234) sebagaimana tela血　diubah

deng甜I Undang-Undang Nomor 15 Tahu調2O19 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1

tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398) ;

4. Undang-Undang Nomor 19　Tahun　2011 tentang

Pengesahan Conventton On The Rights Of Persons With

Disabili也es (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2011 Nomor lO7,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 525 1〉;

5. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 14 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Repu馴ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali? terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaha皿　Daerah (Lemba胞n Neg紺a Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Undang-Undang Nomor　8　Tahun　2016　tentang

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, T劃Ibahan Lembaran

Negam Republik Indonesia Nomor 587 1);

7,　Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tbhun 2018 te皿tang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6 197);

8.　Peraturan Pemerinta血Nomor 43 Tahun 1998 tentang

Upaya Peningkatan Kes匂ahteraan Sosial Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2098

Nomor　70, Tambahan I鳥mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3754) ;

9.　Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O98

Nomor　70, Tambahan Lembaram Negara Republik

Indon蹄ia N寄mOr 3754);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 52　tahun　2019　Tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara RepubHk Indonesia

Tahun 2019 NoⅢOr 138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor　7O tahun　2019　tentang

Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap

Penghorma鮭皿, Pe亜ndungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);

12. Peraturan Peme正ntah Nomor 13 tahun 2O2O Tentang

Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 56);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39　tahun 2020 Tentang

Akomodasi yang Layak Un血k Penyandang Disabilitas

Dalam　陣oses Peradilan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tbhun 2020 Nomor 174);

14. Peraturan Peme正ntah Nomor 42　tahun　2020　Tentang

Aksesibilitas耽rhadap Permukiman, Pelayanan Publik,

dan Perlindungan Dari bencana bagi Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 182);

15. Peraturan Pemehntah Nomor 60　tahun　2020　Tentang

Unit Layanan Disabilitas Bidang KetenagakeIjaan

(Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun　2020

Nomor 134);

16. Peraturan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kota

Semara皿g Nomor l Tahun 2018 tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Behta

Daerah Kota Semarang Tahun　2018　Nomor　71)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor l

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat D純rah Kota Se血arang Nomor l

Tahun　2018　tentang Ta由　Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Pa血Demokrasi Indonesia PeIjuangan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Semarang

Nomor O29 / EX/F-PDIP/ SMG/ IV/ 202 1 ,　tangga1

20 Apri1 2021, Perihal Usulan Nama-Nama Anggota

Panitia Khusus;
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2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan

Perwa虹Ian Rakyat Daerah Kota Semarang

Nomor　52/FP.GERINDRA/DPRD/IV/2021, t紺臆gga1

2 1 Ap血202 1, hal Usulan Nama An幾ota Pansus;

3. Surat Fraksi P甜十ai Keadilan S由ahtera Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

O41/E/33.74-FPKS/IV/2O21, tangga1 26 Maret 2021,

Pe正hal Pengiriman Usulan Nama anggota Panitia

Khusus;

4. Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan

Rakyat D aerah Kota S emarang Nomor

OO3/Sekr/FPD/DPRD/IV/2O2 1, tangga1 2 1 Apri1 2O2 1,

perihal Pengusulan Nama-nana Anggota Panitia

Khusus;

5. Surat Fraksi Partai Golkar　-　NasDem Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

lO7/F. Golkar-NasDem/IV/2021,健脚gga1 21 Apri1

202lタPe正hal Usulan Nama-Nama Anggota Panitia

Khusus;

6. Surat Fraksi Pa両証　Kebangkitan Bangsa Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor

23/F-PKB/DPRD/IⅤ/2021, tangga1 21 Apri1 2O21,

Perihal Usulan Nana Anggota Pa皿itia Khusus;

7. Surat Fraksi PAN -　PSI Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang Nomor O18/F-PAN-

PSI/DPRD/III/2021, tangga1 26　Maret　2021, hal

Pengi正man Nama Personil Pansus;

MEMUTUSKAN :

Men e tapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Panitia Khusus Dewan PerwaIdlan Rakyat

Daerah Kota Semara皿g dalam rangka membahas Rancangan

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perl血dungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

Susunan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia Thusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA

mempunyai tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah

Kota Semarang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

D alam melaksanakan tugasnya ,　Pani也a Kh u su s

Sebagaimana di皿aksud Diktum KETIGA bertanggun由awab

dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
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KELIMA　　　: Semua biaya yang也mbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Ånggaran Pendapatan dan

BelaJ直Daerah Kota Sem甜ang・

KBENAM　　　‥　Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Semarang

Pada tanggal∴ 22 Apri1 202 1

KETU A

ィDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRA
ノブ　　　　　　KOT

KA

SALINAN Keputusan ini disampaika皿kepada Yth :

1. GubemurJawaTengah;

2.　Walikota Semarang;

3.　Wa出l Walikota Semarang;

4.　Pa冒a Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;

5. Anggota DPRD Kota Semarang;

6.　Sekretaris Dae寄亀h Kota Semarang;

7.　Sekretaris DPRD Kota Semarang;

8.　Para Asisten Sekda Kota Sem紺ang;

9. Inspektur Kota Semarang;

10. Para Kepala Badan Kota Semarang;

1 1. Para Kepala Dinas Kota Semarang;

12. Para Kepala Bai和田Setda Kota Semarang;

13. Para Camat Kota Semaran貿.

与

ARANG,
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LA.M PIRAN

KEPUTU SAN D EWAN PERWAK工LAN

RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/12 TAHUN 2021

TENTAN G

PEM BENTU KAN PANITRA KHU SU S

D EWAN PE RWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SEMARANG DALAM

RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TENTAN G

PERIJNDUNGAN DAN PEMENUHAN

HAK PENYAN DANG D ISABILITAS

DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN PANI¶Å KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

PENYANDANG DISABIHTAS DI KOTA SEMARANG

NO �NAMA �KEDUDUKAN 

1. �DYAHRATNAH,S.Sos �Ketua 

2. �MSIFINALMU珊,S.Ag �Wak遭Ketua 

3. �H.SUGIHARTONO,S.Sos.I �Sekretaris 

4. �GIYENTO,SE �Anggota 

与. �LEIXPURWANDARI �Anggota 

6. �TRIFENAWEYATINS,S.Kom �Anggota 

7. �H.RAHMULYOADIWIBOWO,SH.MH �Anggota 

8. �RWANTO �Anggota 

9. �HERMAWANSULISS,SE �Anggota 

10. �Drs.ABDULMAJID �Anggota 

11. �ABDULWAHAB,S.Ag,M.Pd.I �Anggot盆 

12. �坤.SWASTIASWAGATI,S.Psi,M.Sos �Anggota 

13. �H.BUDIHARTO,ST,MM �Anggota 

14. �HM.ROHAINI �Anggota 

1与. �坤.UMISUROTUDDINIYAH �Anggota 
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